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SOSIALISASI SANKSI DENDA ADMINISTRATIF
PADA PENGAWASAN PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN/ATAU
ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

TIM PENGELOLAAN SANKSI ADMINISTRATIF
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Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten bq ng Sq

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika.

PM Kominfo
Nomor 9
Tahun 2023

PP Nomor 5
Tahun 2021

tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran;

tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

PP Nomor 43
Tahun 2023

\
l

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi
dan Informatika;
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KLASIFIKASI

PELANGGARAN
SFR/APT
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KLASIFIKASI PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF

PELANGGARAN
SFR/APT
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IPFR (IZIN PITA FREKUENSI RADIO)

1. Penggunaan SFR tanpa perizinan berusaha dan/atau
persetujuan Menteri.

2. Pemegang IPFR menggunakan alat telekomunikasi yang
belum bersertifikat.

3. Pemegang IPFR yang tidak memenuhi kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen seleksi.

4. Pemegang IPFR yang menggunakan pita frekuensi radio
tidak sesuai dengan peruntukannya.

KLASIFIKASI
PELANGGARAN
SFR/APT

5. Pemegang IPFR melakukan kerjasama SFR tanpa persetujuan
Menteri.

6. Pemegang IPFR yang melaksanakan kerjasama tidak sesuai
dengan tujuan dan/atau prinsip sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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ISR (IZIN STASIUN RADIO)

1. Penggunaan SFR tanpa perizinan berusaha dan/atau
persetujuan Menteri.

2. Pemegang ISR yang menggunakan frekuensi radio tidak
sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai
parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.

3. Pemegang ISR angkasa yang tidak mendaftarkan stasiun
bumi secara berkala setiap tahun.

KLASIFIKASI
PELANGGARAN
SFR/APT
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APT (ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI)

1.  Membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan
dan/atau digunakan di wilayah NKRI yang tidak memiliki sertifikat
alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

2. Membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan
dan/atau digunakan di wilayah NKRI yang tidak sesuai dengan
sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi.

KLASIFIKASI
PELANGGARAN
SFR/APT

3. Memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi.

4. Memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi namun tidak memenuhi
standar teknis.

5. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi.

6. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi namun tidak memenuhi
standar teknis.
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FORMULA PENGHITUNGAN DENDA PELANGGARAN PENGGUNAAN SFR/APT

PP 43/2023 Pasal 20

DENDA = POIN PELANGGARAN x TARIF DENDA ADMINISTRATIF

PP 43/2023 Pasal 21
POIN PELANGGARAN = Indeks Pelanggaran x Maksimum Poin x Persentase Bobot

—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_1

Note: I
»  Maksimum Poin diatur dalam PP 43/2023 |
Persentase Bobot diatur dalam PP 43/2023 |
Tarif Denda Administratif per Poin sebesar Rp. 100.000 diatur dalam PP 5/2021 |

I

» |Indeks Pelanggaran diatur dalam PM Kominfo 9/2023

IPFR (Izin Pita Frekuensi Radio) ISR (Izin Stasiun Radio) APT (Alat Perangkat Telekomunikasi)
» Luas cakupan wilayah; » Layanan penggunaan SFR; > Tarif tertinggi biaya Sertifikat Alat
» Jenis layanan penggunaan SFR; > Jenis pita frekuensi radio; dan Telekomunikasi dan/atau Perangkat
» Jenis pita frekuensi radio; dan » Zona penggunaan SFR. Telekomunikasi.
» Zona penggunaan SFR.
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MEKANISME PENGENAAN DENDA PELANGGARAN PENGGUNAAN SFR/APT

Penerbitan surat ® Surat tagihan Surat tagihan Surat tagihan keterlambatan
penetapan denda keterlambatan denda keterlambatan denda denda administratif ketiea
® administratif administratif pertama administratif kedua g
O 2 @ 3
® o A P p
S
» Jatuh tempo pembayaran & > o '
selama 30 (tiga puluh) hari Jangka waktu 1 (satu) Jangka waktu 2 (dua) Jangka waktu 3 (tiga)
bulan bulan bulan

» Surat tagihan
keterlambatan dikeluarkan
1 (satu) hari kerja setelah
berakhirnya jatuh tempo
pembayaran denda
administratif

* Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan keterlambatan denda administratif ketiga, wajib bayar tidak melunasi
seluruh denda administratif, maka pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan

tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di bidang piutang negara.

* Dalam hal wajib bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas tagihan denda administratif, dapat menjadi dasar Direktur Jenderal
untuk menghentikan layanan perizinan kepada wajib bayar.

= Pengenaan denda administratif pelanggaran pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemenuhan kewajiban
sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tidak menghilangkan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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SIMULASI PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN APT

PT. Teknologi Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
. . O : . ) Bobot
importasi alat perangkat telekomunikasi, namun secara ilegal ditemukenali telah
memasukkan perangkat telekomunikasi tidak bersertifikat dari China untuk Pelanggaran ISR
diperjualbelikan di wilayah NKRI. Bagaimana penghitungan denda
administratifnya? wr 0-12Bulan @ 13-24 Bulan . 225 Bulan
: : : 33,00% 67,00% 100%
Maksimum Rom (Lampiran Il PP 43/2023) 5.000 *Untuk pelanggaran tidak sesuai parameter teknis, bobotnya = 17%
Bobot (Lampiran || PP 43/2023) 100%
Indeks (Lampiran PM 9/2023) 1,00
I Pelanggaran IPFR I
Cara menghitung besaran denda administratifnya:
. . 0q . i Sed Berat
Denda = Poin Pelanggaran x Tarif Denda Administratif - gl_rsrgparr;v.) L (213’,',9,’0\,.) (:ﬁaprov.)
Poin Pelanggaran = Indeks Pelanggaran x Maksimum Poin x Persentase Bobot 25,00% 50,00% 100,00%
=1,00 x 5.000 x 100%
Pelanggaran Alat dan/atau Perangkat
= 5.000 Telekomunikasi
sehingga, o
Bobot Pelanggaran Perangkat Telekomunikasi 100%
Denda = Poin Pelanggaran x Tarif Denda Administratif @ === | = - e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e —m - = -
= 5.000 x Rp. 100.000 [ Maksimum Poin ]
= Rp. 500.000.000
Pelanggaran Maksimum Poin Tarif per Poin (Rp) | Besaran Rupiah
IPFR 600.000 60.000.000.000
ISR 7.000 700.000.000
100.000

Alat dan/atau
Perangkat 5.000 500.000.000

Telekomunikasi

©2024 Direktorat Pengendalian SDPPI




> L bangga @
BerAKHLAK 5 melcyani SDPZi

bangsa

ooooooooooooooooooooooooooooooo

TERIMA KASIH

TIM PENGELOLAAN SANKSI ADMINISTRATIF
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